


7.  Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, 
Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

8. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan 
Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia; 
9. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan 

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil 

Wali Kota; 
10. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang 

Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; 
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu 
Dan Pemilihan, tertanggal 30 Juni 2021. 

 
 

M E M U T U S K A N 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG 
PENETAPAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN 

PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN. 
 
KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Provinsi 
Sulawesi Tengah, dengan susunan sebagaimana 

tercantum dalam lampiran keputusan ini. 
KEDUA : Unit Pengelola Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran 

Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Bawaslu Provinsi 
Sulawesi Tengah bertugas melakukan Pengelolaan 
Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan 

Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan 
Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum 
dan Pemilihan, tertanggal 30 Juni 2021. 

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang 
Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab 
kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran 
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 

 
 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengahhttps://jdih.bawaslu.go.id



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan 

dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

 
     Ditetapkan di : P a l u 

     Pada Tanggal : 13 Juli 2021      
 

    KETUA, 

 
ttd 

 
 

           JAMRIN 
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